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Kemenperin Perkuat Regulasi SNI untuk 
Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional
“Lingkup pengaturan dari PP Perindus-
trian itu meliputi bahan baku dan/atau 
bahan penolong, pembinaan dan peng-
awasan terhadap lembaga penilaian ke-
sesuaian, industri strategis, peran serta 
masyarakat dalam pembangunan in-
dustri, serta tata cara pengawasan dan 
pengendalian kegiatan usaha industri 
dan kegiatan usaha kawasan industri,” 
kata Agus Gumiwang Kartasasmita.

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian ESDM dan Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas) telah me-
nyetujui 12 Plan of  Develop-
ment (PoD). 

Dengan 12 proyek ini maka 
tambahan cadangan miyak dan 
gas bumi sebanyak 114,4 juta 
Barrels of  Oil Equivalent 
(MMBOE) dan menghasil-
kan rencana investasi sebesar 
US$1,34 miliar.

Deputi Operasi SKK Mi-
gas merangkap Plt Deputi 
Perencanaan SKK Migas Julius 
Wiratno menyebutkan penam-
bahan cadangan dari 12 PoD 
dan sejenisnya ini lebih besar 
dari perkiraan awal.

Saat perencanaan cadang-
an minyak diprediksi bertam-
bah 7,4% dari target penam-
bahan cadangan tahun 2021 
yang ditetapkan sebesar 625 
juta BOE.

“Ternyata hasil evaluasi 
menunjukkan adanya penam-
bahan cadangan sebesar 114,4 
juta BOE atau sekitar 18,31% 
dari target 2021,” ujar Julius 
dalam siaran pers, Senin (7/6)

 Ia menjelaskan, sepan-
jang tahun ini SKK Migas 
menar getkan ada 40 PoD yang 
diproses dengan tambahan 
cadangan 625 juta BOE. Jika 

target 2021 tercapai, maka 
selama 4 tahun berturut-turut 
SKK Migas berhasil mendapat-
kan penambahan cadangan 
lebih dari yang diproduksikan 
pada tahun tersebut.

Dijelaskan Julius, SKK 
Migas sedang melakukan pem-
bahasan PoD lain. Tapi ada 
beberapa PoD yang peng-
ajuannya membutuhkan insen-
tif  untuk membantu mening-
katkan keekonomian lapangan. 
“Untuk itu SKK Migas ber-
sama KKKS terkait sedang 
melakukan pembahasan ber-
sama di Kementerian ESDM 
dan Kementerian Keuangan,” 
urainya.

Evaluasi PoD yang tidak 
membutuhkan insentif  diha-
rapkan bisa selesai pada Ok-
tober 2021. Kemudian untuk 
yang membutuhkan insentif  
sedang dilakukan pembahasan 
secara paralel.

KK Migas dan Kemen-
terian ESDM saat ini beru-
paya meningkatkan cadangan 
terbukti Indonesia melalui 
berbagai kegiatan, baik yang 
dapat menghasilkan tambahan 
cadangan pada jangka pendek, 
jangka menengah maupun 
jangka panjang. Usaha ini 
mendesak dilakukan dengan 
tujuan untuk mengurangi im-
por BBM Indonesia. ● dot

12 Proyek Bikin Cadangan Migas
Indonesia Bertambah 114,4 Juta Barel

JAKARTA (IM) - BUMN 
logistik, PT Bhanda Ghara 
Reksa (Persero) atau BGR 
Logistics meneken nota kese-
pahaman dengan PT Prima 
Indonesia Logistik. Nota kese-
pahaman yang  ditandatangani 
di Medan ini  bertujuan untuk 
memenuhi permintaan bisnis.

Direktur Utama BGR Lo-
gistics M. Kuncoro Wibowo 
mengatakan, kerja sama ini 
dilakukan karena kebutuhan 
pelaku bisnis terhadap jasa lo-
gistik sangat tinggi. Sayangnya 
tidak semua bisa dikerjakan 
sendiri.

“Maka sangat dibutuhkan 
sinergi dengan penyedia jasa 
logistik lainnya di kota Medan 
agar semua demand bisa ter-
penuhi,” kata Kuncoro, Senin 
(7/6).

  Perseroan telah bertrans-
formasi dan mengimplemen-
tasikan sistem logistik terpadu. 
Hampir di seluruh proses 
bisnis maupun jasa sudah 
diimplementasikan sistem 

pendukung berbasis IT.
“Mulai dari pergudangan, 

distribusi, dan layanan jasa 
lainnya kami implementasikan 
IT. Ini semua bertujuan un-
tuk memberikan suatu solusi 
jasa logistik berbasis IT yang 
efi sien untuk para pelanggan 
kami,” tuturnya.

Dengan adanya kerja sama 
ini diharapkan Indonesia me-
miliki perusahaan penyedia 
jasa logistik digital yang mam-
pu menekan biaya logistik 
yang masih tinggi agar mampu 
bersaing dengan negara lain.

“BGR Logistics sebagai 
perusahaan logistik yang su-
dah berbasis teknologi tentu 
saja menjadi acuan kami, yang 
akan kami contoh dalam me-
nyediakan layanan jasa logistik 
yang efisien. Saya berharap 
niat baik yang sudah kita 
rencanakan bersama dapat 
selalu diberi kelancaran,” kata 
Direktur Utama PT Prima In-
donesia Logistik Ichwal Fauzi 
Harahap. ● hen

BUMN Logistik Kembangkan 
Sistem Digital

PEMBANGUNAN JJLS 
DI GUNUNGKIDUL

Pengendara melintasi 
proyek pembangunan 
Jalur Jalan Lintas Se-
latan (JJLS) di Gunung-
kidul, DI Yogyakarta, 
Senin (7/6). Satuan 
Kerja Pelaksana Jalan 
Nasional Wilayah DI Yo-
gyakarta menargetkan 
ruas Jalur Jalan Lintas 
Selatan (JJLS) di Gu-
nungkidul sepenuhnya 
akan tersambung pada 
tahun 2024.

JAKARTA (IM) - KB 
Kookmin Bank mengejar nor-
malisasi bisnis perusahaan 
di tengah pandemi. Target 
cukup tinggi dipasang dalam 
dua tahun ke depan. President 
Director KB Bukopin Rivan 
Achmad Purwantono me-
nyampaikan proses recovery 
likuiditas perusahaan sudah 
mencapai sekitar 77 persen.

Ia menyebut pemulihan 
bisnis KB Bukopin bukan 
hal yang mudah, tapi perusa-
haan sudah bekerja maksimal 
dan sesuai dengan trek yang 
ditetapkan. “Tetapi yang pal-
ing penting Bank KB Bukopin 
telah menjadi bank operasional 
dan menjadi bank placement 
yang baik bagi perseroan,” ujar 
Rivan, dalam konferensi pers, 
Senin (7/6).

Pihaknya telah memasang 
target yang jelas sampai dua 
tahun ke depan. Penyaluran 
kredit sampai dengan tahun 
2023 ditargetkan bisa menin-
gkat lebih dari 10 persen.

“Deposito kita harapkan 
bisa tumbuh sampai 22 persen. 
Artinya memang harus eks-
trem (target kinerja). Ini pun 
kita prediksikan pada saat 
tahun 2023 (bisnis perusahaan) 

sudah kembali sangat normal,”  
ujar Rivan.

Ia menambahkan fokus 
bisnis  perseroan tetap me-
nyasar segmen ritel yang di 
dalamnya mencakup layanan 
untuk UMKM dan kredit 
consumer.

Rivan menerangkan inter-
nal KB Bukopin terus berbe-
nah dengan melakukan berb-
agai transformasi bisnis. Salah 
satunya, yakni penyaluran 
kredit yang dilakukan sangat 
berhati-hati dan selektif.

“Transformasi yang kita 
lakukan tidak hanya trans-
formasi business process tapi 
bagaimana proses terhadap 
keputusan-keputusan kredit 
yang berdasarkan risk manage-
ment, “ ulas Rivan.

 Menurut Rivan, tata kelola 
perusahaan yang baik akan 
diterapkan oleh KB Buko-
pin agar dapat memperoleh 
kepercayaan publik. Hal itu 
dianggap sebagai faktor pent-
ing untuk mendukung upaya 
normalisasi bisnis perusahaan.

“Perbaikan kualitas GCG 
sangat penting bagi perseroan, 
terutama di tengah pandemi, 
dan dalam upaya meningkat-
kan kepercayaan publik. Hal 

ini merupakan kelanjutan 
komunikasi yang baik dan 
harus selalu dijaga antara 
Perseroan dan dua peme-
gang saham tersebut,” tegas 
Rivan.

KB Kookmin Bank se-
bagai pemegang saham 
pengendali turut mendu-
kung dan mendampingi KB 
Bukopin untuk mencapai 
kinerja yang lebih baik. 

Director Global Bisnis 
KB Kookmin Bank Cho 
Nam Hoon menjelaskan 
pihaknya tengah melaku-
kan transfer knowledge ke 
KB Bukopin hingga target 
transformasi KB Bukopin 
berjalan sesuai rencana yang 
ditetapkan.

“Fokus KB saat ini 
adalah untuk memajukan 
bisnis KB Bukopin yang 
pada akhirnya akan dapat 
menaikkan nilai investasi 
para pemegang saham. 
Dengan adanya kesepaka-
tan yang telah dicapai ber-
sama Bosowa, tentu akan 
memberikan dampak luar 
biasa bagi sinergi kami seb-
agai pemegang saham untuk 
kemajuan KB Bukopin,”  
ujarnya. ● pan

KB Bukopin Bidik Penyaluran
Kredit Tumbuh 10% pada 2023

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) men-
catat realisasi investasi sektor 
minerba mencapai Rp1,38 
triliun dari total target tahun 
2021 sebesar Rp5,9 triliun.

Direktur Jenderal Min-
eral dan Batubara (Minerba) 
Kementerian ESDM Ridwan 
Djamaluddin mengatakan, 
ada beberapa kendala di la-
pangan sehingga realisasi in-
vestasi minerba baru mencapai 
Rp1,38 triliun.

“Beberapa kendala yang 
kami hadapi di lapangan antara 
lain masalah perizinan Amdal, 
izin pinjam pakai kawasan 
hutan, kondisi tata ruang dan 
kondisi pasar karena belum ada 
pembeli dan negosiasi kon-
trak yang belum tuntas,” ujar 
Ridwan dalam rapat dengar 
pendapat dengan Komisi VII 
DPR RI, Senin (7/6). 

Ridwan menjelaskan, ada 
juga kendala pembebasan lah-
an karena lahan tersebut meru-
pakan lahan adat sehingga ada 
masalah konfl ik sosial dengan 
masyarakat. “Ada juga kendala 
cuaca seperti curah hujan yang 
tinggi dan tentunya juga pan-
demi Covid-19,” ungkapnya.

Ia pun mengatakan, un-
tuk meningkatkan investasi, 
pemerintah memberi du-
kungan kepada badan usaha 
berupa fasilitas penyusunan 
informasi peluang investasi 
berupa memo project poten-
sial, market sounding, harmon-
isasi regulasi aplikasi OSS den-
gan integrasi sistem. “Kami 
juga mendukung badan usaha 
dalam hal tata ruang penge-
lolaan kawasan hutan serta 
masalah lingkungan,” tuturnya.

Dari sisi pendapatan, re-
alisasi Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP min-
erba hingga 31 Mei 2021 telah 
mencapai Rp22,34 triliun atau 
54,5% dari total target tahun 
2021 sebesar Rp39,1 triliun.

:Penggunaan aplikasi ele-
ktronik e-PNBP yang kami 
gunakan sangat membantu dan 
juga membuat tata kelola yang 
lebih baik,” jelas Ridwan.

Sementara itu progres 
produksi komoditas mineral 
seperti feronikel mencapai 
568.200 ton dari target 2,107 
juta ton. Kemudian nikel pig 
iron mencapai 302,4 ribu ton 
dari target 901.000 ton dan 
emas realisasinya mencapai 8,7 
ton dari target 81,9 ton. ● hen

Realisasi Investasi Sektor Minerba 
Mencapai Rp1,38 Triliun

POTENSI WISATA LERENG GUNUNG SUMBING
Pemandangan areal ladang di kawasan lereng Gunung Sumbing Desa 
Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah, Senin (7/6). Sejak em-
pat tahun terakhir, keindahan pemandangan dan nuansa pegunungan 
dimanfaatkan oleh warga setempat untuk membuka tempat wisata 
yang diminati masyarakat perkotaan.

IDN/ANTARA 

kegiatan usaha industri dan ke-
giatan usaha kawasan industri,” 
paparnya.

Agus  opt imi s t i s ,  PP 
28/2021 dapat mendukung 
akselerasi pertumbuhan sektor 
industri di tanah air sekaligus 
memacu pengembangannya 
agar mampu berdaya saing di 
kancah global. Pasalnya, per-
aturan ini akan memberikan 
kemudahan dan kepastian 
usaha bagi pelaku industri, ses-
uai dengan maksud dan tujuan 
UU Cipta Kerja.

“PP Perindustrian ini 
mengatur lebih lanjut terkait 
mekanisme pengawasan stan-
dardisasi industri tidak hanya 
di pabrik maupun di pasar 
saja, namun juga terhadap 
Lembaga Penilaian Keseuaian 
(LPK). LPK meliputi Lembaga 
Sertifikasi Produk(LSPro), 
Laboratorium Uji,dan Lem-
baga Inspeksi,” ujarnya

Kepala Badan Standardisa-
si dan Kebijakan Jasa Industri 
(BSKJI) Kemenperin, Doddy 
Rahadi mengatakan, terdapat 
beberapa poin penting yang 
perlu diketahui masyarakat, 
antara lain rasionalisasi LPK, 
dalam hal ini adalah LSPro.

“Beberapa regulasi terkait 
LSPro kita perkuat, antara lain 
dengan mewajibkan LSPro 

untuk melaksanakan sertifi kasi 
sesuai dengan ruang lingkup 
dan kompetensi yang dimil-
ikinya. Selain itu, melaporkan 
sertifi kasi melalui Portal Sistem 
Informasi Industri Nasional 
(SIINas), menggunakan per-
sonil WNI yang berkompeten, 
berdomisili di Indonesia serta 
lancar berbahasa Indonesia, 
dan memiliki laboratorium 
uji,”  kata Doddy.

 Ia menambahkan, pemer-
intah bertekad akan terus beru-
paya mendorong pertumbuhan 
ekonomi dengan penjaminan 
kepastian mutu produk yang 
dihasilkan industri. Saat ini, 
BSKJI Kemenperin sedang 
menyusun peraturan men-
teri sebagai bentuk turunan 
dari PP 28/2021 khususnya 
terkait dengan Standardisasi 
Industri dan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil. “Melalui penyu-
sunan peraturan menteri ini, 
diharapkan implementasi dari 
PP 28/2021 dapat dilakukan 
secara komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala 
Pusat Pengawasan Standardis-
asi Industri Sopar Halomoan 
Sirait menyatakan, unit kerja 
tersebut siap dan berkomitmen 
dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya terkait pengawasan 
standardisasi industri dan pen-

gawasan lembaga penilaian 
kesesuaian.

Berdasarkan Peraturan 
Menteri Perindustrian No-
mor 7 tahun 2021 ten-
tang Organisasi dan Tata 
Kerja Kemenperin, Pusat 
Pengawasan Standardisasi 
Industri mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan 
kebijakan teknis, koordinasi, 
pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pengawasan dan 
pengendalian standardisasi 
industri dan pengawasan 
lembaga penilaian kes-
esuaian serta pembinaan 
penyidik pegawai negeri 
sipil dan petugas pengawas 
standar industri.

“Terkait rencana im-
plementasi PP 28/2021, 
kami telah adakan kegiatan 
sosialisasi kepada pemang-
ku kepentingan terkait. 
Pelaksanaan sosialisasi ini 
diharapkan dapat mem-
berikan informasi secara 
jelas kepada asosiasi, pelaku 
usaha dan pembina industri 
terkait peraturan yang diter-
bitkan oleh pemerintah, 
dalam hal ini pelaksanaan 
PP 28/2021 khususnya 
terkait dengan Standardisasi 
Industri,”  kata Sopar. ● dro

PEMERINTAH PASTIKAN KETERSEDIAAN
KEDELAI DI DALAM NEGERI AMAN

Pedagang mengecek kualitas kedelai di Toko Ke-
delai Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 
Senin (7/6). Kementerian Perdagangan memas-
tikan ketersediaan kedelai sebagai bahan baku 
tempe dan tahu di dalam negeri aman meskipun 
harganya masih terus disesuaikan akibat produ-
sen kedelai internasional seperti Amerika Serikat 
belum memasuki masa panen raya.

IDN/ANTARA 

IDN/ANTARA 

JAKARTA (IM) - Kemen-
terian Perindustrian (Kemen-
perin) terus mendukung upaya 
peningkatan daya saing industri 
dalam negeri untuk menghasil-
kan produk yang berkualitas dan 
berkesinambungan. Jaminan 
kepastian mutu produk yang 
dihasilkan industri tersebut 
menjadi hal penting yang harus 
dipertahankan dan ditingkatkan.

“Standardisasi memiliki 
peran penting sebagai acuan 
untuk pemastian dan pengen-
dalian mutu produk industri,” 
kata Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita 
di Jakarta, Senin (7/6).

Guna mewujudkan daya 

saing produk industri,  Agus 
menegaskan, pemerintah telah 
menetapkan Peraturan Pemer-
intah Nomor 28 tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bi-
dang Perindustrian yang meru-
pakan amanat dari Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja.

“Lingkup pengaturan dari 
PP Perindustrian itu meli-
puti bahan baku dan/atau 
bahan penolong, pembinaan 
dan pengawasan terhadap 
lembaga penilaian kesesuaian, 
industri strategis, peran serta 
masyarakat dalam pemban-
gunan industri, serta tata cara 
pengawasan dan pengendalian 


